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Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pada kesempatan ini, saya sebagai Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, mengucapkan terima
kasih kepada para penulis yang telah meluangkan waktu untuk
menulis buku ajar Hukum Perlindungan Konsumen dalam rangka
memenuhi kewajiban sebagai dosen selain dari kewajiban-
kewajiban Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Saya memandang bahwa para penulis rajin dan produktif dalam
memenuhi kebutuhan akademik untuk keperluan penulis sebagai
dosen dan kepentingan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah
Hukum Perlindungan Konsumen. Buku ajar merupakan karya yang
sangat penting di Perguruan Tinggi khususnya di Fakultas Hukum
yang menjadi kebutuhan dasar sehingga dapat memberikan
kontribusi untuk dunia pendidikan dan pengajaran.

Hukum Perlindungan Konsumen dalam buku ini, secara
umum memberikan pengetahuan mengenai sejarah perlindungan
konsumen, definisi dan dasar hukum, hak dan kewajiban konsumen
dan pelaku usaha sehingga dapat diketahui dan dipahami elemen-
elemen hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang
Perlindungan Konsumen secara umum mengatur dan melindungi
para pihak. Diharapkan dengan terbitnya buku ajar ini, mahasiswa
dapat mengetahui dan memahami Hukum Perlindungan Konsumen
sehingga mahasiswa yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara |akarta Raya, menjadi alumni yang memiliki
pengetahuan dan kompetensi yang dapat diandalkan dalam
menangani permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-
hari berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen.
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Saya berharap buku ajar ini tidak hanya dibaca oleh kalangan
mahasiswa saja namun juga bermanfaat untuk masyarakat luas
dalam menambah pengetahuan tentang hukum khususnya Hukum
Perlindungan Konsumen.

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, akan
melengkapi perpustakaan dengan buku ajar Hukum Perlindungan
Konsumen ini sebagai salah satu referensi kepustakaan. Akhir kata
saya mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan terus
berkarya.

Wassalam,

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H
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SEJARAH LAHIRNYA PERATURAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan Konsumen di Dunia

Sejarah keberadaan hukum perlindungan konsumen
memiliki genealogi langsung dari perkembangan industrialisasi
yang tumbuh di Amerika Serikat (AS) dan Eropa di paruh
pertama abad ke-20. Pasalnya, industrialisasi yang tumbuh di
AS dan Eropa selain memiliki dampak positif dengan hadirnya
pilihan produk barang atau jasa bagi masyarakat yang berasal
dari dalam maupun luar negeri, dampak negatif melahirkan
produk barang atau jasa yang beredar di masyarakat dengan
kualitas yang rendah. Fenomena ini mendorong lahirnya
kesadaran perlindungan terhadap konsumen dari serbuan
barang atau jasa akibat perkembangan industrialisasi.

Namun demikian, perlindungan konsumen yang terkait
dengan nilai-nilai etika dalam bisnis atau perdagangan telah
ada dalam sejarah peradaban umat manusia yang disinggung
dalam tradisi agama-agama di dunia. Konsep perlindungan
konsumen telah menjadi perhatian dalam banyak agama dan
konsep penting dalam ajaran agama misalnya, agama Islam.
Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari etika
bisnis dan perdagangan. Dalam Al-Qur'an, konsep perlindungan
konsumen ini dapat dijumpai pada Surat al-Araf Ayat 85 yang
menyebutkan “...sempurnakanlah takaran dan timbangan,




dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu
berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.
Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman” (QS.
Al-Araf Ayat 85).

Demikian pula agama Kristen. Perlindungan konsumen
disinggung dalam ayat “siapa laba akan keuntungan gelap,
mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap
akan hidup” (Amsal 15:27). Oleh karena itu, dalam semua
tradisi agama, perlindungan konsumen merupakan bagian
penting dari prinsip moral dan etika bisnis. Konsumen dianggap
sebagai pihak yang harus dihormati dan dilindungi, dan
pengusaha diharapkan untuk bertanggung jawab atas kualitas
dan keamanan produk mereka.

Dalam sejarah hukum perlindungan konsumen, Inggris
merupakan negara vang pertama kali melahirkan peraturan
perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang
perlindungan konsumen. Negara Inggris pada tahun 1860
menetapkan peraturan mengenai “Sale of Food and Drugs
Act 1860" sebagai peraturan perlindungan konsumen atas
kelchawatiran publik tentang keamanan dan kualitas makanan
dan minuman yang dijual di pasaran.! Sale of Food and Drugs
Act 1860 merupakan undang-undang pertama dalam sejarah
perlindungan konsumen di Inggris dan membuka jalan bagi
undang-undangyang lebih ketat tentang makanan dan minuman
di masa depan. Sejak itu, undang-undang perlindungan
konsumen terus berkembang dan diperbaharui, termasuk
dengan adanya lembaga pengawas kesehatan dan keselamatan
pangan seperti Badan Standar Pangan Inggris (Food Standards

Agency).

'Caeimhin MacMaclain, Food Low: European, Domestic and Infernational Frame-
works (Oxford: Hart Publishing. 2015}, him. 4.




Di Amerika Serikat pada awal abad ke-19 gerakan terhadap
perlindungan konsumen melahirkan terbentuknya Liga
Konsumen Nasional (The National Consumer’s league/NCL).
NCL didirikan oleh Florence Kelley dan diresmikan pada tahun
1899 oleh Jane Addams dan Josephine Lowell® Organisasi
ini didedikasikan untuk mempromosikan keamanan produk,
kualitas dan kuantitas serta harga yang adil bagi konsumen.
Liga Konsumen Nasional juga memperjuangkan kebijakan
perlindungan konsumen dan mendukung kampanye untuk
melindungi konsumen dari penipuan, praktik usaha yang
tidak adil dan produk yang tidak aman. Organisasi ini telah
beroperasi selama lebih dari satu abad dan terus memainkan
peran penting dalam mempromosikan kesadaran konsumen
dan perlindungan konsumen di Amerika Serikat.

Dalam perkembangannya, gerakan perlindungan konsumen
mulai menjadi perhatian dunia internasional dimulai pada tahun
1960. Pada tahun 1960 menjadi tahun bersejarah bagi gerakan
kesadaran untuk perlindungan konsumen dengan berdirinya
International Organization of Consumers Unions (I0OCU) atau
Organisasi Internasional Serikat Konsumen. [0OCU adalah
sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun
1960 oleh serikat konsumen dari berbagai negara di seluruh
dunia. Organisasi ini bertujuan untuk mempromosikan hak-
hak konsumen di seluruh dunia, mengkoordinasikan kampanye
perlindungan konsumen internasional dan memperjuangkan
kebijakan perlindungan konsumen di tingkat global.

I0CU juga berfungsi sebagai wadah untuk pertukaran
informasi dan pengalaman antara anggotanya, serta
menyediakan dukungan teknis dan sumber daya bagi serikat
konsumen di seluruh dunia. [0CU telah memainkan peran

*National Consumer Leogue, “A Lock Back on 100+ Years of Advococy,” [Diak-
ses 30 Maret 2023], https:/ /ncinet.org /about-ncl /about-us fhistory /.




penting dalam mempromosikan kesadaran konsumen global
dan perlindungan konsumen, dan telah mengembangkan
hubungan yang erat dengan organisasi internasional lainnya
seperti Perserikatan Bangsa-bangsa dan Badan Konsumen
Internasional (International Consumer Research and Testing).
Pada tahun 1995, I0CU bergabung dengan Consumers
International (CI) yang merupakan federasi global dari
organisasi konsumen nasional di seluruh dunia. Saat ini, Cl
adalah organisasi utama yang mewakili gerakan perlindungan
konsumen internasional.

Padatahun 1985, Consumers International (CI) menetapkan
delapan hak dasar konsumen, yaitu:

Hak atas perlindungan dari produk yang tidak aman

Hak atas informasi produk

Hak atas serangkaian pilihan produk

Hak atas perwakilan dalam kebijakan pemerintah

Hak atas produk yang memenuhi standar kebutuhan

Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas keluhan tentang
produk yang tidak memuaskan

Hak atas pendidikan konsumen

8. Hak atas lingkungan yang tidak mengancam kesejahteraan
manusia.’

ol R o B
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Delapan hak dasar konsumen tersebut telah diadopsi oleh
banyak organisasi konsumen nasional dan diakui sebagai
standar internasional untuk hak-hak konsumen. Hak-hak ini
bertujuan untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi
konsumen di seluruh dunia dan mempromosikan keadilan,
keseimbangan, dan transparansi dalam hubungan antara
konsumen dan produsen.

The Editors of Encyclopaedia Britannica, “Cl, IOCU, International Orgonisation
of Consumers Unions,” 20 Maret 2023, https:/ /www.britannica.com /topic /Consum-
ers-International, (Dickses 30 Maret 2023),




Pada tanggal 15 Maret 1962, Presiden Amerika Serikat John

F. Kennedy memberikan pidato mengenai hak-hak konsumen di
Gedung Putih. Dalam pidatonya tersebut, Kennedy menyatakan
bahwa setiap konsumen memiliki 4 (empat) hak dasar sebagai
konsumen, yaitu:

1.

The right to safety (hak atas keamanan). Konsumen
memiliki hak untuk dilindungi dari produk yang berbahaya
atau merugikan, serta hak untuk memperoleh informasi
yang jelas dan akurat tentang risiko dan keamanan produk
yang digunakan.

The right to choose (hak untuk memilih). Konsumen
memiliki hak untuk memilih produk dan jasa yang
berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, serta hak
untuk mendapatkan pelayanan yang memadai dan adil dari
penjual atau penyedia jasa.

The right to be informed (hak mendapatkan informasi).
Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang
jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang produk dan jasa
yang ditawarkan, termasuk informasi tentang bahan-bahan
yang digunakan, cara penggunaan, dan informasi harga.
The right to be heard (hak untuk didengar pendapatnya).
Konsumen memiliki hak untuk didengar dan
dipertimbangkan pandangan, keluhan, dan saran mereka
dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi
konsumen secara keseluruhan.

Pidato Kennedy ini menjadi tonggak penting dalam sejarah

gerakan perlindungan konsumen di Amerika Serikat dan
di seluruh dunia. Hak-hak konsumen yang dinyatakan oleh
Kennedy ini menjadi inspirasi bagi gerakan perlindungan
konsumen di seluruh dunia dan menjadi dasar bagi banyak
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undang-undang dan kebijakan perlindungan konsumen yang
diterapkan di banyak negara. Sejak saat itu, dampak dari
pidato Kennedy di Amerika Serikat gerakan perlindungan
konsumen terus berkembang di Amerika Serikat dan di seluruh
dunia. Berbagai organisasi konsumen, termasuk Consumers
International, terus memperjuangkan hak-hak konsumen dan
menekankan perlunya upaya bersama untuk meningkatkan
perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional.

Pada tahun 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Resolusi
tentang Hak-hak Konsumen yang mendorong negara-negara
untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Kemudian pada
tahun 1983, Konferensi PBB tentang Perlindungan Konsumen
diadakan di Beijing Tiongkok yang menyepakati pentingnya
adopsi pedoman PBB untuk perlindungan konsumen. Sebagai
hasil dari upaya ini, pada tahun 1985, Pedoman PBB untuk
perlindungan konsumen akhirnya diadopsi oleh Majelis
Umum PBB. Pedoman ini memberikan kerangka kerja untuk
perlindungan konsumen di tingkat internasional dan menjadi
dasar bagi banyak undang-undang dan kebijakan perlindungan
konsumen di seluruh dunia.

Oleh karena itu, United Nations Guidelines on Consumer
Protection (UNGCP) pertama kali diadopsi pada tahun 1985.
United Nations Guidelines on Consumer Protection (UNGCP)
adalah dokumen internasional yang memberikan pedoman
untuk perlindungan konsumen di seluruh dunia. UNGCP ini
dikembangkan oleh Konferensi PBB tentang perlindungan
konsumen yang diadakan pada tahun 1983 di Beijing, Tiongkok,
dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1985, Setelah
adopsi Pedoman PBB untuk perlindungan konsumen pada
tahun 1985, Komisi PBB untuk Pembangunan Perdagangan
Internasional (UNCTAD) diberi mandat oleh Majelis Umum
PBB untuk mengembangkan UNGCP. Proses pengembangan




ini melibatkan banyak negara, organisasi internasional, dan
organisasi konsumen.

Dalam perkembangannya, UNGCP pada tahun 1999 dan
2015 untuk memperbarui dan memperkuat panduan tersebut
sesuai dengan perkembangan baru dalam perlindungan
konsumen. Dokumen ini memberikan pedoman bagi negara-
negara untuk mengembangkan dan menerapkan undang-
undang dan kebijakan perlindungan konsumen yang efektif.
UNGCP menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan
konsumen, seperti hak untuk keamanan, informasi, memilih,
dan didengar. Selain itu, UNGCP juga menekankan pentingnya
kerja sama internasional dalam melindungi hak-hak konsumen
dan memberikan panduan bagi negara-negara untuk
memperkuat organisasi konsumen sebagai mitra penting
dalam memperjuangkan hak-hak konsumen dan meningkatkan
kesadaran konsumen. UNGCP tidak mengikat secara hukum,
tetapi menjadi pedoman yang kuat bagi negara-negara untuk
meningkatkan perlindungan konsumen di tingkat nasional
dan internasional. Banyak negara telah menggunakan UNGCP
sebagai dasar untuk mengembangkan dan menerapkan
undang-undang dan kebijakan perlindungan konsumen yang
lebih efektif.

Perlindungan Konsumen di Indonesia

Isu perlindungan konsumen di Indonesia sebenarnya telah
dimulai pada tahun 1968 dengan diterbitkannya UU No. 5
Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara
dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal. Undang-
undang ini mengatur tentang etika dan perdagangan terutama
perdagangan yang melibatkan warga negara lain. Oleh karena
itu, UU tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai
perlindungan konsumen, sebaliknya lebih fokus pada regulasi



perdagangan dan hanya memberikan perlindungan terbatas
bagi konsumen. Namun demikian, undang-undang tersebut
setidaknya membuka kesadaran mengenai pentingnya etika
dan bisnis serta membuahkan kesadaran akan perlindungan
konsumen di tahun berikutnya.

Lahirnya UU No.5 Tahun 1968 membuka jalan bagi produk
impor masuk ke Indonesia sehingga produk dalam negeri mulai
bersaing dengan produk impor dari luar negeri. Oleh karena itu,
cikal bakal berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) pada tahun 1970-an tidak bisa dilepaskan dari konteks
masuknya produk impor dalam negeri yang mulai menarik
perhatian masyarakat dibandingkan produk dalam negeri, Atas
dasar itu, muncul kesadaran dari sekelompok aktivis sosial yang
membangun gerakan untuk melindungi hak-hak konsumen dan
meningkatkan kesadaran konsumen melalui penyuluhan dan
kampanye.

Pada tahun 1973, organisasi konsumen pertama di
Indonesia, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI),
didirikan oleh sekelompok aktivis sosial yang disahkan melalui
Akte Notaris Loemban Tobing, S.H pada tanggal 11 Mei 1973.
Organisasi ini didirikan oleh sekelompok tokoh masyarakat
yang prihatin dengan maraknya praktik bisnis yang merugikan
konsumen di Indonesia pada masa itu. Beberapa tokoh pendiri
YLKI seperti Ibu Sujono Prawirabisma, Ibu SK Trimurti, Ibu
Soemarno dan Ibu Lasmidjah Hardi sebagai Ketua YLKI pertama.
YLKI awalnya didirikan sebagai LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat) yang bertujuan untuk membantu dan melindungi
konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, penipuan, dan
penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis.

Sejak didirikan, YLKI telah menjadi salah satu lembaga
advokasi konsumen terkemuka di Indonesia. YLKI
memperjuangkan hak-hak konsumen melalui berbagai cara,
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seperti melakukan riset dan studi terkait isu-isu konsumen,
memberikan pelatihan dan edukasi kepada konsumen dan
mengadvokasi kebijakan publik yang pro-konsumen. Tujuan
utama YLKI adalah untuk memastikan bahwa konsumen
Indonesia mendapatkan perlindungan yang memadai dari
pemerintah dan pelaku bisnis. Oleh karena itu, berdirinya
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memiliki
dampak yang sangat penting bagi konsumen dan masyarakat
Indonesia secara umum.

Pada tahun 1974, secara resmi Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) bergabung dengan organisasi konsumen
internasional yang bernama International Organization of
Consumer’s Union (10CU) pada 15 Maret 1974. I0CU sendiri
adalah organisasi independen yang didirikan pada tahun 1960
oleh sejumlah organisasi konsumen nasional di seluruh dunia.
Bergabungnya YLKl sebagai anggota penuh dari organisasi
10CU yang sekarang dikenal sebagai Consumers International
(CI) telah membuka jalan bagi YLKI untuk berpartisipasi
dalam jaringan global yang mengadvokasi hak-hak konsumen
di seluruh dunia. Sebagai anggota 10CU, YLKI dapat berbagi
informasi dan pengalaman dengan organisasi konsumen
lainnya di berbagai negara, serta dapat berpartisipasi dalam
kampanye dan proyek global yang bertujuan untuk melindungi
konsumen. Dalam perkembangannya, keberadaan YLKI secara
nyata telah memberikan inspirasi bagi munculnya gerakan-
gerakan serupa yang memperjuangkan hak-hak konsumen
dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Misalnya,
Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LPZK)
di Semarang tahun 1985, Yayasan Bina Lembaga Konsumen
Indonesia (YBLKI) di Bandung dan beberapa lembaga lainnya.
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Berdirinya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan
Konsumen (LPZK) di Semarang tidak bisa dilepaskan dari
kesadaran untuk memajukan produksi dalam negeri di tengah
membanjirnya produk barang impor di tengah kualitas
produk dalam negeri yang rendah. Oleh karena itu, sejak
awal didirikan LP2K memiliki komitmen untuk aktif dalam
melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan dan perlindungan
konsumen, seperti penyuluhan, konsultasi, pengaduan, dan
advokasi. Dalam perkembangannya, LP2ZK Semarang telah
melakukan berbagai kerja sama dengan instansi pemerintah
dan organisasi lainnya, baik di tingkat lokal, regional, maupun
nasional. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan
peran dan pengaruh LPZK Semarang dalam memperjuangkan
hak-hak konsumen dan mendorong terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

Fenomena  lahirnya  sejumlah  organisasi  yang
mempromosikan gerakan kesadaran perlindungan konsumen
di Indonesia telah berhasil mendorong pemerintah untuk
melahirkan peraturan perundang-undangan yang secara
khusus mengatur mengenai hukum perlindungan konsumen
di Indonesia. Secara umum, kronologi lahirnya undang-undang
perlindungan konsumen di Indonesia dapat ditelusuri dari
beberapa peristiwa, antara lain:

1. Kerja sama YLKI dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum
Nasional). Kerja sama ini upaya YLKI untuk mendorong
pemerintah membentuk Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Namun demikian, upaya kerja
sama ini belum melahirkan hasil yang diharapkan.
Pasalnya, pemerintah mengkhawatirkan bahwa dengan
lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan
menghambat laju pertumbuhan ekonomi.



2. Pada awal tahun 1990-an, kembali diusahakan lahimya
undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan
konsumen. Salah satu ciri pada masa ini adalah pemerintah
dalam hal ini Departemen Perdagangan sudah memiliki
kesadaran tentang arti penting adanya Undang-undang
Perlindungan Konsumen. Hal ini diwujudkan dalam
dua naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, yaitu naskah hasil kerja sama dengan Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada dan naskah hasil kerja sama
dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Namun
demikian, upaya-upaya ini juga belum membuahkan hasil
sesuai yang diharapkan.® Akan tetapi, penting untuk dicatat
bahwa periode ini setidaknya sudah melahirkan draft
naskah kajian akademik mengenai pentingnya penyusunan
hukum perlindungan konsumen meskipun tidak dibahas di
DPR.

3. Tahun 1990, Undang-Undang Perlindungan Konsumen
tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen
dan departemen perdagangan, tetapi adanya tekanan
World Trade Organization (WTO) dan lembaga keuangan
internasional  (IMF/International Monetary Fund).*
Intervensi lembaga internasional terhadap perlunya
penyusunan undang-undang perlindungan konsumen
di Indonesia menjadi babak baru pemerintah Indonesia
untuk merespons aspirasi atau desakan dari komunitas
internasional mengenai pembentukan undang-undang

‘Aulia Muthich, Hukum Perlindungon Konsumen: Dimensi Hukum Positif Dan
Ekonomi Syarioh [Yogyokarta: Pustaka Baru Press, 2018}, him. 33.
“The World Trode Organization, “History of the Multilateral Trading System,”

https://www,wio.org /english/thewto_e /history_e /history_ehtm (Diokses 30 Maret
2023).




perlindungan konsumen. Sejak saat itu, upaya-upaya
melalui berbagai kajian dengan melibatkan berbagai elemen
masyarakat terus dilakukan untuk menghasilkan naskah
undang-undang perlindungan konsumen.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen
di Indonesia terus dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.
Pada tahun 1999, upaya perjuangan terhadap perlindungan
konsumen berhasil mendorong pemerintah Indonesia
menerbitkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang disepakati oleh DPR pada tanggal 30 Maret
1999 dan disahkan Presiden Rl pada tanggal 20 April 1999.
UU ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk
melindungi hak-hak konsumen dan memberikan sanksi bagi
pelanggar undang-undang perlindungan konsumen. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000 yang terdiri dari 15
Bab dan 65 Pasal.®

Keberadaan UU Perlindungan Konsumen di Indonesia pada
tahun 1999 menjadi titik balik sejarah gerakan perlindungan
konsumen di Indonesia selama 25 tahun. Pasalnya, gagasan
awal isu perlindungan konsumen telah dikumandangkan atau
dikampanyekan sejak tahun 1975 hingga akhirnya pada tahun
1999 pemerintah secara resmi mengesahkan dan mengeluarkan
peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan
konsumen,

Pembuatan undang-undang perlindungan konsumen
merupakan perwujudan atas asas kekeluargaan yang
terkandung dalam dasar demokrasi ekonomi berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945, Lebih dari itu, esensi diundangkannya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

SAvlio Muthich, Op.Cit, him. 33,

14




Konsumen adalah mengatur dan melindungi hak-hak dan
kewajiban para pihak baik pelaku usaha maupun konsumen. Hal
ini sejalan dengan pendapat Johanes Gunawan bahwa politik
hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu: Pertama.
Kebersamaan peran konsumen dan pelaku usaha. Kedua.
Efisiensi yang berkeadilan dalam hubungan transaksional
antara konsumen dan pelaku usaha. Ketiga. Berkelanjutan
pengembangan konsumen dan pelaku usaha. Keempat.
Berwawasan lingkungan dalam pengembangan konsumen dan
pelaku usaha kemandirian konsumen dan pelaku usaha.”

Sejak  diundangkannya  perlindungan  konsumen,
perlindungan konsumen di Indonesia terus berkembang.
Pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga
seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melindungi
konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan menjaga
persaingan yang sehat di pasar. Pada tahun 2014, pemerintah
Indonesia juga menetapkan Hari Konsumen Nasional pada
tanggal 20 April untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya
perlindungan konsumen di Indonesia.

*Ibid., him. 33-34.
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BAB I

SEJARAH LAHIRNYA PERATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A.  Perlindungan Konsumen di Dunia

Sejrah keberadoan hukum  perlindungan konsumen memiliki genealog
langsung dan perkembangan industrialisasi vang tumbuh di Amerika Serkat (AS) dan
Eropa di paruh pertama abad ke-200. Pasalnya. industrialisas: yang umbuh di AS dan
Eropa selain memiliki dampak positif dengan hadimya pilihan produk barang atau jasa
bagi masywrukat yung berasal dan dalam maupun luar negen. dampak negatif
melahirkan produk barang ataw jasa yang beredar &i masyarakat dengan kualitas yang
rendah, Fenomena ini mendorong lahirnya kesadaran perlindungan terhadap konsumen
dari serbuan barang atay jasa akibat perkembangan industrialisasi.

Namun demikian, perlindungan konsumen yang terkail dengan niloi-mila etika
dalam bismis atnu perdagangan telah adn dalam sejarah perndaban umat manusia vang
disinggung dalam tradisi aguma-agama di dunia. Konsep perlindungan konsumen telah
menjadi perhatian dalam banyak agama dan konsep penting dalam ajaran agama,
Misalnya, agama Islam. Perlindungan konsumen merupakan bagian penting w etika
bisnis dan perdagangan. Dalam Al-Qur'an, konsep perlindungan kmﬁlm:n ini dapat
dijumpai pada Surat al-A'maf Ayat 85 yang menyebutkan ... sempirnakaniah
takaran dan timbangan, dan jungan ke merugikan orang sedikit pun. Junganlah
kamu berbuut kerusakan di bumi setelah (dicipakan) dengan baik. Ialah vang lebih
baik bagimu jika kamu orang beriman” (QS. Al-A'raf Avat K5).

Demikian pulis agama Kristen, Pedindungan Komsumen disinggung dalam ayat
“stape laba akan keuntungan gelap, mengacankan ramah tangganya, tetapi slapx
membenci suap akan hidup” (Amsal 15:27). Olch karena itu, dalam semua tradisi
agamu, perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari prinsip moral dan etika
bisnis, Konsumen dianggap sebagai pihak vang harus dibormati dan dilindungi. dan




pengusaha dilarapkan untuk bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan produk

mereki.

Dalam sejarah huﬁm perlindungan konsumen, Inggris merupakan negara vang
pertama kali melahirkan peraturan perundang-undangan yvang secara khusus mengatur
tentang perlindungan konsumen. Negara Inggris pada twhun 1860 menctapkan
peraturan mengenai “Sale of Food and Drugs Act 8607 schagai peraturan
perlindungan konsumen atas kekhawatiran publik tentang keamanan dan kualitas
nutkanan dien minuman yang dijual & pasaran.'  Sale of Food and Drugs Act 1860
merupakan undang-undang pertama dalam sejarah perlindungan konsumen di Inggris
dun membuka julan bagi undang-undang yang lebib ketat tentang makanan dan
minuman di masa depan. Sejuk i, undang-undang perlindungan konsumen terus
berkembang dan diperbahani, termasuk dengan sdianya lembaga pengawas kesehatan
dan keselamatan pangan seperti Badan Standar Pangan Ingeris (Food Standards

Agency ),

g Amerika Serikat pada awal abad ke-19 gerakan terhadap perlindungan
konsumen  melahirkan  terbentuknyy  Liga Komnsumen Nasional (The Nutional
Consumer’s league/NCL). NCL didirikan oleh Florence Kelley dan diresmikan pada
tahun 1899 oleh Jane Addams dan Josephine Lowell® Organisasi ini didedikasikan
untuk mempromosikian keamanian produk, Kualitas dan Kaantitas, serta harga yang adil
bagi  konsumen, Liga Konsumen Nasional juga  memperjuingkan  kebijakun
perlindungan konsumen dan mendukung kampanye untuk melindungt konsumen di
penipuan. praktik usaha vang tidak adil, dan produk yang tidak aman. Organisasi ini
telah beroperasi selama lebih dari satu abad dan terus memainkan peran penting dalam
mempromosikan kesadaran konsumen don perlindungan konsumen di Amerika
Serikat,

! Cocimbin MocMaoldin, Food Line: Enrogsectn, Domeatic and fntersanomas’ Framewionks

Onford: §E) Publishing. 2015)
h * National Consumer League, “A Look Back on |00+ ¥esrs of Advocacy,” (Dikses 30 Maret

2023}, hetps:fincInet org/about-ncl/ahout-usthisiory/




Dalam periembangannya, gerakian perlindungan konsumen mulai menjodi
perhatian duma imermasional dimulo pado whun 1960, Pada whun 1960 menjadi tahun
berscjarah bagi gerakan kesadaran bagi perlindungan kemsumen dengan berdinnya
Internuional Organization of Consumers Unions (10CL) sty Organisasi Internasional
Serikat Konsumen. 1OCLU adalah ebuah orgamisasi internasional yang didinkan pada
tahun 1960 oleh serikat konsumen dan berbagai negara di seluruh dunia. Organisasi ini
bertujuan untuk  mempromosikan hak-hak  konsumen & seluruh  duna,
mengkoordinasikan  kampanye  perlindungan  konsumen  intemmasional,  don
memperjuangkan kebv jakan perlindmgan konsumen di tingkat global.

U juga berfungsi sebagai wadah untuk  pertukaran  informasi  dan
pengalaman antara anggotanya. seria menyediakan dukungan teknis dan sumber daya
hagi serikat konsumen di seluruh dunia. 10CU telah memainkan peran penting dalam
mempromosikan fesodiran komsumen global dan perlindungan konsumen. dan telah
mengembangkan hubungan yang et dengan organisasi intemasional lainnya seperti
Persenkaton Bangsa-Bangsa dan Badon Konsumen Interniasional (International
Consumer Research and Testing). Pada tahun 1995, 10CU bergabung dengan
Consumers  Intemnational (Cl) yang merupakan Tederasi global dari organisasi
konsumen nasional di seluruh dumia. Saat ini, C1 adalab organisasi utama vang
mewikili gerakan perlindungan konsumen intemasional

Pudu tabun 1985, Consumers Intermnational ( C1) menetaphan delapan hak dasar
konsumen pada tahun 1985, yaiu

. Hak atas perfindungan dari produk vang tidak aman,
Hak atas mformasi produk;
Hak atas seranghaian piliban produk;

[ 5]

e

4. Hak atas perwakilan dalam kebijokan pemernintah;
5. Hak atas produk vang memenuhi standar kebutuhan; .
6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas keluhan tentang produk yang tidak

memuaskan:
7. Hak stas pendidikan konsumen; dan




B, Huk atas lingkungan yang tidak mengancam kesejahteraan manusin.*

Delapan hak dasar konsumen tersebut telah dindopsi oleh banvak organisasi

konsumen nasional dan diskui sebagai standar internasional untuk hak-hak konsumen.
Hak-hak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi konsumen
di seluruh dunia dan mempromosikan keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam

hubungan antara konsumen dan produsen,

26}
Pada tanggal 15 Maret 1962, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy

memberikan pidato mengenai hak-hak konsumen di Gedung Putih. Dalam pidatonya
tersebut, Kennedy menyatskan bahwa setiap konsumen memiliki empat hak dasar

sehiagal Konsumen, yaitu:

l.

(B

(1]
The right to safery (hak atas keamanan). Konsumen memiliki uk uniuk

dilindungi dari produk yang berbahiya atay merugikan, serta hak uniuk
memperalel informasi yang jelas dan akurat tentang risiko din Keamanan
uk yang digunakan;

The right 1o dﬁ" (hak wntuk memilih). Konsumen memiliki hak untuk
memilih produk dan jasa yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau,
serta hak untuk mendapatkan pelayanan yang memadai dan adil dari penjual
atau penvedia jasa: o

The right tobe informed (hak mendapatkan informasi). Konsumen memiliki hak
untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang
produk dan jusa yang ditawarkon, termasuk informasi tentang bahan-bahan
yang digunakan, cam penggunaan, dan informasi harga,

The right tobe heard (hak untuk didengar pendapatnya). Konsumen memiliki
hak uniuk didengar dan dipertimbangkan pandongan. keluhan, dan saran
merekn dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi konsumen secara

kieseluruhan.

" The Editors of Gneyclopaedia Britanna, U1 10CU, Inlernational  Organisation of

Comspmers Unions,” 20 Maoret 2023 opso0aowasl britannica com/topic/Consumers- Inlcrnational
(Thakses 30 Maret 2023)




P ennedy ini menjadi  tonggak  penting  dulam  scjarah  gerakan
perlindungan konsumen di Amerika Serikat dan di seluroh dunia. Hak-hak konsumen
yvang dinyatakan oleh Kennedy ini menjodi inspirnsi bagi gerakan perlindungan
konsumen i seluruh dunia dan menjadi dasar bagi banyak undang-undang dan
kebijakan perlindungan konsumen yvang diterapkan di banyak negara, Sejak saat itu,

pak dari pidato Kennedy di Amerika Serikat gernkan perlindungan konsumen terus
berkembang di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Berbagai orgamisasi konsumen,
termasuk Consumers Intemational. terus memperjuangkan hak-hak konsumen dan
menekunkan perlunyia upays bersama untuk menimgkatkan perlindungan konsumen di
tingkat nasional dan intermasional,

Pada tahun 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Resolusi tentang Hak-Hak
Konsumen. yang mendorong negarn-negara untuk  memngkatkan  perlindungan
konsumen, Kemudian pada tahun 1983, Konferensi PBB tentang  Petlindungan
Konsumen diadakan di Beijing. Tiongkok, yang menyepakati pentingnya adopsi
Pedoman PBB untuk Pedindungan Konsumen. Sebagai hasil dari upaya ini. puda tahun
1985, Pedoman PBB untuk Perlindungan Konsumen akhimya disdopsi oleh Majelis
Umum PBB. Pedomun ini membenkon kerangka kerpa uniuk perlindungan konsumen
di tingkat internasional dun menjadi dasar bagi banyak undang-undang dan Kebijokan

perlindungan konsumen di seluruh dunia

Oleh karena itu.E&Hﬁd Hﬁmﬁuwm on Consumer Protectipn (UNGCP)
pertama kali disdopsi pada tuhun 1985 United Nations Guidelines on Consumer
Protection (UNGCP) adaluh dokumen internasional vang memberikan pedoman untuk
perindungan konsumen di seluruh dunia. UNGCP ini dikembangkan oleh Konferensi
PBB ten Perlindungan Konsumen yang diadakan pada tahun 1983 di Beijing,
Tiongkok. dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1955, Setelah adopsi
Pedoman PBB untuk Perlindungan Konsumen pada thun 1985, Komisi PBB untuk
Pembangunan Perdagangan Intermasional (UNCTAD) diben mandat olch Majelis
Umum PBB untuk mengembangkan UNGCP. Proses pengembangan imi melibatkan

banyak negara, organisasi infernastonal, dan organisasi konsumen.




Dalam perkembangannya, UNGCP pada tahun 1999 dan 2015 untuk
memperbarui dan memperkuat panduan tersebut sesuai dengan perkembangan baru
dalam pedindungan konsumen. Dokumen ini memberikan pedoman bagi negara-
negara untuk mengembangkan dan  menerapkan undang-undang dan  kebijakan
perlindungan komsumen vang efekif. UNGCP menctapkan prinsip-prinsip dasar
perlindungan konsumen, seperti hak untuk keamanan, informasi, memilih, dan
didengar. Selain itu, UNGCP juga menckankan pentingnya kerja sama intemasional
dalam melindungi hak-hak konsumen dan membenkan panduan bagi negara-negam
untuk memperkuat organisay ) konsumen sebagai mitra penting dalam memper juangkan
hak-hak konsumen dan meninghatkan kesadaran konsumen, UNGCP tidak mengikat
sccaru hukum, tetapi menjadi pedoman vang kual bagi negam-negara untuk
meningkikan perlindungan konsumen di tingkat nisional dan internasional. Banyak
negara telah menggunakan UNGCP sehagal dasar untuk mengembanghkan dan
mencrupkan undang-undang dan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih efekif.

B. Perlindungan Konsumen di Indonesia

Isu perlindungan Immuncn di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada tahin
1968 dengan duerbithannya UL No. § Tahun 1968 tentang tentang Penyelesaian
Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengemai Penananan Maodal,
Undang-undang ini mengatur tentang ctika dan perdagangan terutana perdagangan
yang melibatkan warga negara lain. Oleh karena itu. UU tersebut tidak secara khusus
mengatur mengenal perindungan konsumen, sebalibnva lebib fokus pada regulasi
perdagangan dan hanya memberikan perlindungan terbatas bagi konsumen, Namun
demikian, undang-undang tersehut  setidaknys  membuka  kesadaran  mengenai
pentingnya ctika dan bisnis serta membuakan kesadaran akan perfindungan konsumen
di tahun berikutnya.

ya UU No.5 Tabun 1968 membuka jalan bagi produk impor masuk di
Indonesin sehingga produk dalam negeri mulai bersaing dengan produk impor dan luar




negerni. Oleh karena itw, cikol bakal berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLK pada tahun 1970-an tidak bisa dilepaskan dari konteks masuknya produk impor
dalam negen yang mulai menarik perhatian masyarakat dibandingkan produk dalam
negeri.  Atas dasar i, muncul kesadaran dari sekelompok aktivis sosial yang
membungun  gerakan  untuk  melindungt hak-hak  konsumen dan memingkatkan

kesadaran konsumen melalui penyulohan dan kampanye.

Pada tahun 1973, organisasi konsumen pertama EM yaitn Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia (Y LK1}, didirikan oleh sekelompok aktivis sosial yang
disahkan melalui Akte Notaris Loemban Tobing S.H pada tanggal 11 Mei 1973,
Organisusi imi didirikan oleh sekelompok tokeh masyarukat yang prihatin dengan
maraknya praktik bisnis yang merugikan konsumen di Indonesia pada masa itu.
Beberapa tokoh pendiri YLK seperti Thu Supono Prawirabisma, Thuy SK Trimurti, Thu
Soemarno dun Ibu Lasmidjuh Hardi sebagai Ketua YLKI pertwma. YLK] awalnya
didinkan agai LSM (Lembaga Swadaya Masyorakat) yang bertujuan untuk
membantu dan melindungi konsumen dari praktik bisnis vang tidak ctis. penipuan. dan
penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pelaku bisnis.

Sejak didirikan, YLKI teluh menjadi salah satu lembaga advokasi konsumen
terkemuka di Indonesin. YLKI memperjuangkan hak-hak konsumen melalui berbagai
cara, seperti melakukon riset dan studi terkiait isu-isu konsumen, memberikan pelatihan
dan edukasi kepada konsumen, dan mengadvokasi kebijakun publik yang pro-
konsumen. Tujuan utama YLK] adalah uniuk memastikon bahwa konsumen Indonesia
mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemerintah dan pelaku bisnis. Oleh
karena itu, berdirinys Yayvasan Lembagn Konsumen Indonesia (YLK memiliki
dampak vang sungat penting bagi konsumen dan masyarakat Indonesia secarn umum,

Pada tahun 1974, secara resmi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLK
hergabung dengan organisasi konsumen internasional yang bemama International
&pnirﬂi‘nftmmr'ﬁ Union (10CU) pada |5 Maret 1974, 10CU sendiri adalah
organisasi independen yang didirikan pada tahun 1960 oleh sejumiah organisasi
konsumen nasional di selurubh dunia. Bergabungnya YLK sebagai anggota penuh don




orgunisasi IOUCY vang sekarang dikenal sebagal Consumers Intemational (C) telah
membuka julan bagi YLK! untuk berparisipasi dalam  jaringan global  vang
mengadyvokas) hak-hak konsumen di seluruh dunia. Sebagai anggota 10CU, YLKI
dapat berbagi informasi dan pengalaman dengan organisasi konsumen Lunnya di
berbagai negara. serta dapat berpartisipasi dalam kampanye dan proyvek global yang
bertujuan untuk melindungi konsumen. Dalam perkembangannya, keberadaan YLKI
secitra nyata telith berikan inspirasi bagi munculnya gerakan-gerakan serupa yang
mcmpcrju:ﬁgknn hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen.
Misalnya, Lmhﬂwn dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang
tuhun 1985, Yayasan Bino Lembaga Konsumen Indonesia (YBLKI) di Bandung din
beberapa lembaga lainnya,

Berdirinya E:mﬂ:p Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LPIK) di
Semarang tidak bisy dilepuskan diard kesadaran untuk memajukan produksi dalam
negeni di tengah membanjimya produk barang imipor & tengah kualitas produk dalam
negeri yang rendah. Oleh karena itu, sejuk awal didirikan LPZK memiliki komitmen
untuk  aktif dalam melokukan kegiatan-kegiatan pembinaon dan  perlindungan
konsumen, scperti penyuluhan, konsultasi, pengaduan, dan  advokasi, &Ium
perkembangannya. LP2K Semarang telah melukukan berbaga kerjasama dengan
instansi pemerintah dan organisasi lainnya. baik di nngkar lokal, regional, maupun
masional. Hal o dilakukan sebagun upaya uniuk memngkatkan peron dan pengaruh
LPZK Scmlﬂtg dalam memperjuangkan hak-hak konsumen dan mendorong
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

Fenomena lahimya sejumlah organisast yang mempromosikan  gerakan
kesudaran pc;lindmim konsumen di Indonesia welah berhasil mendorong pemerintah
untuk melahirkan peraturan  perundang-undangan yang secara kKhusus mengatur
mengenal hukum perdindungan konsumen i Indonesia. Secarn umum, kronologi
lnhirnya undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia dapat ditelusuri dari

beberapn peristiwa, antars i




I. Kerja sama YLKI dengan dengan BPHN (Badan Pembinuan Hukum
Nasional). Kenja sama jni upaya YLKI untuk mendorong pemenntah
membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun
demikian. upaya kerja sama ini belum melahirkan hasil yvang diharapkan.
Pasulnya, pemerintah mengkhawatirkan bahwa dengan lahimya Undang-
Undang Perlindungan Konsumen akan menghambat laju pertumbuhan
ekonomi,

Pada awal tahun 1990-an, kembali diusahakan lahimya Undang-undang
yvang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Salah satu cirl pada
masa ini adalah pemerintah dalam hal ini Depanemen Perdogangan sudah

(=]

memiliki  kesadaran  tentang  arti penting  adanya  Undang-undang
Perlindungan Konsumen. Hal ini diwujudkan dalam dua naskoh Rancangan
Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu naskah hasil Kerja sama
dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan naskah hasil kerja
suma dengun Lembaga Penelitiun Universitas Indonesia. Namun demikian,
upaya-upaya ini jugs belum membushkan hasil sesuai vang diharapan.’
Akan tetapr, penting untuk dicatar bahwa periode ini setidaknya sudah
mi¢lahirkan draft naskah Kajian akademik mengenai pentingnya penyusunan
hukum perlindungun konsumen meskipun tdak dibahas di DPR.

3. Tahun 1990, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak  hanya
diperjuangkan  oleh Ic:ﬁgu konsumen dan Depantemen Perdagangan,
tetapt adanya tekanan World Trade Organization (WTO) dun lembaga
keuangan intemasional (IMF/International Monetary Fund)® Intervens:
lembaga iniemasional terhadap perlunya penyusunan undang-undang
perindongan konsumen di Indonesia menjadi hobak baru  pemerintah
Indonesin untuk  merespon  aspirasi  stau desakan  dari Konunitas
internasional mengenai  pembentukan  undang-undang  perlindungan

&

¢ Aulta Muthiah, Mukuw Perlindungan Kensumen: Dimensi Hokum Positif Dean ERanomn
Svariah (Yogyakffis: Pustaka Bary Pres. 201%).
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konsumen. Sejak saat i, upava-upaya melalui berbagm kajian dengan
melibatkan berbagai eleman masyarakat terus dilokukon untuk menghasilan
naskah undang-undang perlindungan konsumen,

Upaya untuk meningkatkan perlindungan Konsumen di Indonesin  1erus
dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 1999, upaya perguangan ter
perlindungan konsumen berhasil mendorong pemerintah Indonesia menerbitkan
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang discpakati oleh DPR pada
tanggal 30 Muret 1999 dan disahkan Presiden BRI pada tanggal 20 April 1999, UL ini
memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk n‘lindung_i hak-hak konsumen dan
memberikan sanksi bagi pelanggar undang-undang perlindungan Konsumen. Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perfindungan Konsumen mulai berlaku sejok
tanggal 20 April 2000 vang terdin dari 15 Bab dan 65 Pasal®

Keberadaan UL Perindungan Konsumen di Indonesia pada tshun 1999
menjadi titik balik sejarab gerakan perlindungan konsumen di Indonesia selama 25
tuhun, Pasalnya, gagasan awal isu perlindungan konsumen telah dikumandangkan atau
dikampanyekan sejak tohun 1975 hingga akhimya pada tahun 1999 pemerintah secara
resmi mengesahkan dan mengeluarkan peraturen perundang-undangan  mengenal
perlindung konsumen.

Pembuaum undang-undang pcriindmgihmnunm merupakan perwujudan
atas asas kekeluargaan vang terkondung dalam dasar demokrasi ekow berdasarkan
pancasila dan UUD 1945. Lebih dar i, esensi diundangkannya Undang-Undang
Nomor 8 Tahyg, 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah mengatur dan
melindung hak-hak dan kewajiban para pihak baik pelaka usaha maupun konsumen.
Hal ini sejalan dengan pendapat Johanes Gunawan buhwa politik hukum perlindungan
konsumen di Indonesia. yanu: Pertama. Kebersamaan peran konsumen dan pelaku
usaha. Kedwe. Efsiensi yang berkeadilon dalam hubungan transaksional  antara
konsumen dan pelaku usaha. Ketige. Berkelanjutan pengembangan konsumen dan

* Aulla Muthiah, (p Cé, Hal, 33




pelaku usaha, Keempar. Berwawasan lingkungan dalam pengembangan konsumen dan
pelaku usahaKemandinian konsumen dan pelaku usaha,’

Sejak diundangkannya perlindungan konsumen. perlindungan konsumen di
Indonesia terus ikf:mtung. Pemerintah Indonesia telah membentuk  lembaga-
lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) intuk melindungi konsumen dari praktek bisnis
vang merugikan dun menjaga persaingan yang schat di pasar. Pada tahun 2014,
pemerintah Indonesia juga menctapkan Han Konsumen Nasional pada tanggal 20 April
untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia,

" el Hal. 35-34,
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BAB Il
PENGERTIAN, TUJUAN DAN ASAS HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah “Konsumen” berasal dari kata "Konsument” dalam
bahasa Belanda dan “consumer” dalam bahasa Inggris yang
berarti “pemakai.” Secara harfiah arti kata "consumer” adalah
setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Adapun
menurut Black’s Law Dictionary konsumen adalah seseorang
yang membeli barang atau jasa untuk kepentingan pribadi,
keluarga, rumah, tanpa ada intensi untuk menjual kembali
barang atau jasa tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
arti kata “consumer” sebagai pemakai atau konsumen. Secara
umum konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari
produk yang diserahkan kepada mereka yaitu setiap orang yang
mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak diperdagangkan
atau diperjualbelikan lagi.®

Oleh karena itu, kata "Konsumen” merujuk pada seseorang
atau entitas yang membeli atau menggunakan produk atau
layanan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka.
Istilah ini sering digunakan dalam konteks bisnis dan pemasaran
untuk merujuk pada pelanggan atau pengguna produk atau
layanan tertentu. Philip Kotler mendefinisikan konsumen

"Rosmowoti, Fokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 15t ed. [Depok: Pre-
nodo Media Group, 2018), him, 2-4,



sebagai individu dan rumah tangga yang membeli barang
dan jasa untuk konsumsi pribadi.* Dalam hal ini, konsumen
memiliki peran penting dalam proses pemasaran karena
mereka menentukan permintaan untuk produk dan layanan
yang ditawarkan oleh produsen dan penjual. Sementara itu,
Inosentius Samsul mendefinisikan konsumen adalah pengguna
atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli ataupun
diperoleh dengan cara lain, misalnya melalui pemberian,
hadiah, dan undangan. Menurut Mariam Darus Badrul Zaman,
konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang
dan jasa secara konkret dan riil.'*

Dalam kepustakaan ekonomi, konsep konsumen dibedakan
menjadi dua yaitu konsumen akhir dan konsumen antara.!
Pertama. Konsumen akhir adalah konsumen yang mengonsumsi
secara langsung produk yang diperolehnya. Adapun batasan
pengertian konsumen akhir bervariasi menurut beberapa
lembaga, antara lain:

1. Menurut BPHN, pemakai barang dari barang yang digunakan
untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak
diperjual belikan;

2. Menurut YLKI, pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya
atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali;

3. Menurut KUH Perdata, orang alamiah yang mengadakan
perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan
profesi atau perusahaan;

*Phillip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Morketing, 14th ed. (New
Jersey: Pearson Education, 2012), him. 133.

'® Aulia Muthioh, Op.Cit, him. 50,

""Rosmawati, Op. CH, him. 3,



Berdasarkan hal di atas, pengertian konsumen akhir
merujuk pada individu atau rumah tangga yang menggunakan
produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pribadi
atau keluarga, bukan untuk dijual kembali atau digunakan
dalam produksi produk lain. Konsumen akhir sering juga
disebut pengguna akhir. Contoh konsumen akhir antara lain:
seseorang yang membeli baju untuk dipakai sendiri, keluarga
yang membeli makanan untuk dimakan di rumah, atau seorang
siswa yang membeli buku untuk membantu belajar di sekolah.

Kedua Konsumenantaraadalahkonsumenyangmemperoleh
produk atau memproduksi produk lainnya. Dengan kata lain,
konsumen akhir merujuk pada pihak yang membeli produk
atau layanan untuk dijual kembali atau digunakan sebagai
bahan baku dalam produksi produk lain. Konsumen antara
biasanya adalah perantara dalam rantai pasok atau distribusi
produk dari produsen ke konsumen akhir. Contoh konsumen
antara yaitu: distributor, agen, pedagang grosir, dan pengecer.
Mereka membeli produk dari produsen atau supplier, kemudian
menjualnya kembali ke pengecer atau konsumen akhir.

Az Nasution membedakan 3 (tiga) jenis konsumen
berdasarkan fungsinya yaitu: Pertama. Konsumen komersial
Yyaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan atau jasa yang
digunakan untuk memproduksi barang dan ataujasalain dengan
tujuan mendapatkan keuntungan. Keduo. Konsumen antara
yaitu setiap orang yang akan mendapatkan barang dan atau jasa
yang digunakan untuk diperdagangkan kembali juga dengan
tujuan mencari keuntungan. Contohnya supplier, distributor
dan pengecer. Ketiga. Konsumen akhir yaitu pengguna atau
pemanfaat terakhir dari suatu produk. Penggunaan istilah
pemakaimenunjukkanpenggunaanprodukuntukdirinyasendiri
dan keluarganya atau orang lain. Istilah pemakai inimemberikan
kesan bahwa barang tersebut bisa milik sendiri atau pemberian
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dari orang lain tanpa melalui transaksi jual beli. Konsumen
akhir ini dapat individu atau badan hukum yang mengonsumsi
barang secara langsung **

Berdasarkan hal di atas, konsumen memainkan peran
penting dalam perekonomian karena mereka adalah pihak yang
membeli produk atau layanan dari perusahaan. Oleh karena itu,
penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi
konsumen dari praktik bisnis yang merugikan atau produk yang
tidak aman dan tidak memenuhi standar kualitas yang tepat.
Dengan demikian, hubungan konsumen dan perlindungan
konsumen menjadi tidak dapat dipisahkan.

Dilndonesia,perlindungankonsumendiaturmelaluiUndang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam peraturan ini, pengertian konsumen dijelaskan dalam
Pasal 1 ayat 2 bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai
barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun penjelasan
dari Pasal 1 ayat 2 tentang pengertian konsumen berdasarkan
unsur-unsurnya, antara lain:

1. Setiap orang, subjek yang disebut sebagai konsumen adalah
setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan
atau jasa. Istilah orang di sini bisa individu atau badan
hukum.

Pemakai, kata pemakai menekankan pada konsumen akhir
Barang dan atau jasa, disebut juga dengan produk

Tersedia dalam masyarakat

Tidak untuk diperdagangkan, yang dimaksud konsumen

D os W N

Taulia Muthich, Op. Cit., him. 54-55.
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akhir artinya langsung mengonsumsi barang dan atau jasa
tidak untuk diperdagangkan.

Adapun perlindungan konsumen menurut Business English
Dictionary adalah protecting consumer against unfair or illegal
traders. Sementara itu, Black Law Dictionary mendefinisikan
perlindungan konsumen adalah o stotute that safequards
consumers in the use goods and services. Perlindungan konsumen
adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan
hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya
untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan
konsumen itu sendiri.'* Adapun perlindungan konsumen dalam
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diberikan
pengertian bahwa Perlindungan Konsumen adalah: segala
upaya yang menfamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen
memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen
terhadap barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari
pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan
konsumen itu dibedakan menjadi dua, antara lain:'*

1. Perlindungan terhadap barang yang diserahkan kepada
konsumen tidak sesuai dengan apa yang disepakati

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang
tidak adil kepada konsumen.

Menurut Abdul Halim Barkatullah, perlindungan konsumen
tidak saja terhadap tindakan preventif akan tetapi juga tindakan
represif dalam semua bidang perlindungan vang diberikan
kepada konsumen. Oleh karena itu pengaturan perlindungan
konsumen dilakukan dengan beberapa hal, antara lain:'*

Pikid., him.52-53.

"“Rosmawatl, Op. Cit, him. &,

it

"*Aulic Muthich, Op Cit., him. 41-42.
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1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur keterbukaan akses informasi serta
menjamin kepastian hukum.

2. Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan
seluruh pelaku usaha

3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa

4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik
usaha yang menipu dan menyesatkan

5. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan
pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang
perlindungan lainnya.

Adapun beberapa hal yang lain mengemukakan pengertian
hukum perlindungan konsumen, antara lain:*

1. Az Nasution

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum
konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang
bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi
kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen
adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara
berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau
jasa konsumen dalam pergaulan hidup.

2. YLKI

Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan
kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah
penyediaan serta penggunaan produk barang dan atau jasa
antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan
bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah
keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur konsumen
dalam hubungan dan masalah penyediaan serta penggunaan

Tibid., him. 40.
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produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam
kehidupan bermasyarakat.

3. Inosentius Samsul
Hukum perlindungan konsumen adalah merupakan
keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan
hakim yang substansinya mengatur mengenai kepentingan
konsumen.

Berdasarkan hal di atas, perlindungan konsumen adalah
tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait
untuk melindungi hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen
meliputi berbagai aspek, termasuk informasi yang jelas dan
jujur tentang produk atau layanan, harga yang wajar, kualitas
produk atau layanan yang memenuhi standar, dan perlindungan
dari produk yang tidak aman atau tidak berfungsi dengan baik.
Perlindungan konsumen juga memberikan kepastian dan
kepercayaan kepada konsumen untuk melakukan transaksi
dengan aman dan terhindar dari praktik bisnis yang merugikan.
Perlindungan konsumen juga dapat meningkatkan kepercayaan
konsumen terhadap produk atau layanan sehingga membantu
meningkatkan penjualan dan memperkuat citra merek.

Dalam rangka perlindungan konsumen, pemerintah
biasanya membentuk lembaga khusus seperti ombudsman atau
badan perlindungan konsumen untuk memberikan pengawasan
dan perlindungan bagi konsumen. Di sisi lain, perusahaan
juga harus memahami hak-hak dan kebutuhan konsumen
serta memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka
tawarkan aman dan memenuhi standar kualitas yang tepat. Hal
ini akan membantu perusahaan untuk membangun hubungan
yang baik dengan konsumen dan mencapai keberhasilan jangka
panjang dalam bisnis.
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B. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk melindungi
hak-hak dan kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang
merugikan, produk yang tidak aman, dan produk atau layanan
yang tidak memenuhi standar kualitas yang tepat. Perlindungan
konsumen juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan
kepercayaan kepada konsumen dalam melakukan transaksi
bisnis sehingga tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan aman
bagi konsumen.

Di Indonesia, tujuan perlindungan konsumen sebagaimana
tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, antara lain:™®

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan/atau
jasa

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Tujuan perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-
undang di atas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah
untuk memberikan kebijakan dan regulasi yang melindungi
hak-hak dan kepentingan konsumen, serta memastikan bahwa
perusahaan mematuhi standar kualitas dan keamanan yang
ditetapkan. Dengan demikian, konsumen akan merasa lebih
aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi bisnis dan
tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan produktif.

"*Pemarintah Republik indonesio, Undang-Undang MNomor 8 Tohun 1999 Ten-
tong Perlindungan Konsumen,




C. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas hukum perlindungan konsumen adalah prinsip-
prinsip hukum yang menjadi landasan dalam perlindungan
hak-hak dan kepentingan konsumen. Dengan adanya asas
hukum perlindungan konsumen, konsumen dapat memperoleh
kepastian hukum dan merasa lebih aman dan terlindungi
dalam melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan. Asas-
asas hukum ini juga membantu menciptakan lingkungan bisnis
yang sehat dan produktif bagi semua pihak yang terlibat dalam
transaksi bisnis.

Adapun asas hukum perlindungan konsumen menurut Pasal
Z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen terdiri dari beberapa asas hukum, antara lain: asas
manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan
konsumen dan kepastian hukum:"*

1. Asas manfaat
Asas manfaat dalam hukum merupakan asas yang
menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaatbagi
masyarakat secara umum. Asas ini mengemukakan bahwa
tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan
dan keseimbangan dalam masyarakat serta memberikan
manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks
perlindungan konsumen, asas manfaat mengacu pada
segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum
konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya
untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara
bersamaan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan
dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak
dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di
atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan

"Auliac Muthiah, Op. Cit,, him. 42-43.



perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada
produsen dan konsumen mengenai apa yang menjadi
haknya dan berada pada posisi vang seimbang atau sejajar.
Dengan mengacu pada asas manfaat, hukum perlindungan
konsumen harus dirancang sedemikian rupa sehingga
memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Hal
ini berarti bahwa perlindungan konsumen harus diarahkan
pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan, dan
bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok
tertentu saja.

. Asas keadilan

Asas keadilan dalam hukum adalah asas yang
mengemukakan bahwa hukum harus berlaku adil bagi
seluruh anggota masyarakat. Asas ini mendasarkan
bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk
diperlakukan secara adil, terlepas dari latar belakang, status
sosial, dan kedudukan dalam masyarakat. Dalam konteks
perlindungan konsumen, asas keadilan mengacu pada
perlindungan yang adil bagi konsumen. Asas keadilan ini
menghendaki konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku
secara adil dalam memperoleh hak serta melaksanakan
kewajiban. Dengan kata lain, perlindungan konsumen
harus memastikan bahwa konsumen diperlakukan secara
adil oleh perusahaan atau produsen, dan hak-hak mereka
dilindungi dengan baik. Selain itu, perlindungan konsumen
juga harus memastikan bahwa konsumen memiliki akses
terhadap informasi yang jelas dan jujur tentang produk
atau layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, untuk asas
keadilan ini diharapkan partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan semaksimal mungkin dan dapat memberikan
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk




3.

memperoleh haknya serta melaksanakan kewajibannya
secara adil. Dengan demikian, asas keadilan juga perlu
memperhatikan bahwa perlindungan konsumen tidak
boleh merugikan produsen atau perusahaan secara tidak
adil. Perlindungan konsumen harus berjalan seimbang dan
tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Oleh
karena itu, peraturan dan undang-undang yang dirancang
untuk melindungi konsumen haruslah adil dan seimbang
sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak
yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dalam hukum adalah asas yang
menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara
berbagai kepentingan yangterlibat dalam suatumasalah atau
situasi hukum. Asas ini mendasarkan bahwa tidak ada satu
pihak pun yang boleh diberikan hak atau kewajiban secara
berlebihan, dan harus mempertimbangkan kepentingan
semua pihak yang terlibat. Dalam konteks perlindungan
konsumen, asas keseimbangan mengacu pada upaya
memberikan perlindungan serta keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
Baik kepentingan secara materil maupun spiritual. Artinya
harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya
masing-masing. Dengan kata lain, perlindungan konsumen
harus mempertimbangkan kepentingan konsumen dalam
memperoleh produk atau layanan yang aman dan bermutu,
namun juga tidak merugikan kepentingan produsen atau
perusahaan secara berlebihan. Dalam penerapan asas
keseimbangan, hukum perlindungan konsumen harus
mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat
dalam transaksibisnis, seperti hak-hak konsumen, kewajiban



produsen atau perusahaan, serta kepentingan masyarakat
secara umum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan situasi
vang seimbang dan menghindari terjadinya ketidakadilan
dalam transaksi bisnis.

. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan dalam hukum adalah asas
vang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan
kesehatan masyarakat dalam suatu aktivitas atau situasi
hukum. Asas ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua
individu berhak untuk hidup dan bekerja dalam lingkungan
yang aman dan sehat. Dalam konteks perlindungan
konsumen, asas ini diperuntukkan untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang
serta jasa yang digunakan. Artinya ada jaminan hukum
bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk
yang dipakai atau dikonsumsi, dan tidak membahayakan
keselamatan dan kesehatan konsumen. Oleh karena itu,
undang-undang memberikan sejumlah kewajiban yang
harus dipenuhi dan juga sejumlah larangan yang wajib
dipatuhi pelaku usaha dalam memproduksi produknya.

. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menekankan
pentingnya kejelasan dan kepastian dalam sistem hukum.
Asas ini berarti bahwa hukum harus dapat dipahami oleh
semua orang dan tidak boleh berubah-ubah dengan cara
yang sewenang-wenang. Dalam konteks perlindungan
konsumen, asas kepastian hukum  menunjukkan
pentingnya memiliki undang-undang dan peraturan
yang jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta
kewajiban produsen atau perusahaan dalam melindungi




konsumen. Dengan adanya kejelasan dan kepastian dalam
hukum, konsumen dapat memahami hak dan kewajiban
mereka, serta mengetahui cara mengajukan keluhan atau
tuntutan jika terjadi pelanggaran. Di Indonesia, kepastian
hukum terhadap perlindungan konsumen dijamin melalui
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Dengan adanya undang-undang
ini, produsen atau perusahaan dapat mengikuti ketentuan
hukum dengan tepat dan memastikan bahwa produk atau
layanan yang mereka sediakan sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya
pelanggaran dan mengurangi risiko terhadap tuntutan
hukum.
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BAB I
PENGERTIAN, TUJUAN DAN ASAS HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN
Al Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah "Konsumen” berasal dani kata "Konsument”™ dalam bahasa Belanda dan
"consumer” dalam bahasa Inggris yang berani “pemakai”. Secara harfiah ani kat
"consumer” adalab setisp orang vang menggunakun barang dan jasa. Adapun menuru
Bluck's Law Dictionary konsumen adalah sescorang vang membeli barang atiu jasa
untuk kepentingan pribadi, keluargs, romah, tanpa ada intenst untuk menjual kembali
barang atau jasa tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa in anti kata"consumer”
schagai pemakai atau konsumen. Secara umum konsumen sehagai pernakai
terakhir dari produk yang diserahkan kepada mercka yaitu setisp orang vang
mendapatkan barang untuk dipakai dan dak diperdagangkan sy diperjualbelikan
lagi."

CHeh karena itu, kata "Konsumen” merujuk pada scscomng atau enfitas yang
membeli atau menggunakan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan atau
keinginan mercka. Istilah ini sening digunakan dalam kontcks bisnis dan pemasaran
untuk merujuk pada pelanggan atau pen produk atau layanan tertentu, Philip
Kotler mendefinisikan konsumen scbagai dan rumah tangga yang membeli
barang dan jass untuk konsumsi pribadi.’ Dalam hal ini, konsumen memiliki peran
penting dalam proscs pemasaran karena mereka menentukan permintaan untuk produk
dan layanan vang ditawarkan oleh produsen dan penjunl. Sementara itu, Inosentius
Samsul mendefinisikan konsumen adalah pengguna atau pemokai akhir susty produk,
baik sebagai pembeli ataupun diperoleh dengan cara Lain, misalnya melalui pemberian,
hadiah. dan undangan. Sedangkan menunit Darus Badrul Zaman, konsumen adalab
semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil*

' Rosmawatl, Podod-Pidod fivdwn Perlimdwngan Komemen, 19 od. (Depok’ Prenasds Media

Cimoup, 201K},
 Phillip Kotler and Gury Armstrong. Pravciples of Mardeting, 14th ed, (New Jersey: Pearson
Education, 2012} 4]

" Anbia Muthaah, Hwksm Perfindurgon Konvimen: Dimeosd Bidowm Posditd Ban Ekosomi
Spuriah (Yogyakoru: Pustsks Hary Press, 201X)




Dalam kepustakaan ckonomi, konsep konsumen dibedakan menjadi dua yaitu
konsumen akhir dan konsumen antara ' Pertama. Konsumen akhir adalah konsumen
yang menghonsumsi secara langsung produk vang diperolchnya. Adapun batasan
pengertian konsumen akhir bervaniasi menurut beberapa lembaga, antara lain:

. Menurut BPHN, pemakai barang dari barang vang digunakan untuk
keperhan dini trhil atau orang lain dan tidak diperjual belikan;

2. Menunut YLKL pemakai barang atau jasa vang iorscdia dalam
masyarakat, bagi keperluan dini sendin atau keluarganya awu orang lain
dan tidak untuk diperdagangkan kembali;

3. Menurut KUH Perdata, orang alamiah yang mengadakan perjanjian tidak
bertindak selaku orang vang menjalankan profesi atau an;

Berdasarkan hal di atas, pengertian konsumen akhir merujuk pada individu atay
rumah tangea yang mengpunakan produk atay layanan untuk memenubl kebutuhan
pribadi atsu keluarga, bukan untuk dijual kembali atau digunakan dalam produksi
produk loin. Konsumen akhir sering juga dischut schbagai konsumen akhir atau
pengguna akhir. Contoh konsumen akhir antara lain: sescorang yang membeli baju
untuk dipakai sendin, keluarga yang membeli makanan untuk dimakan di rumah, atau
scorang siswa yang membeli buku untuk membantu belajar di sckolah,

Kedug. Konsumen antara adalah konsumen yang memperoleh produk atau
memperoduksi produk lainnya. Dengan kata lain, konsumen akhir merujuk pada pihak
yang membeli produk atau layanan untuk dijual kembali atau digunakan sebagai bahan
baku dalam produksi produk lain. Konsumen antara biasanya adalah perantara dalam
rantal pasok atau distribusi produk dari produsen ke komsumen akhir. Contoh
konsumen antara antara lain: distnibutor, agen, pedagang grosir, dan pengecer. Mercka
membeli produk dan produsen atau supplier, kemudian menjualnya kembali ke
pengecer alau konsumen akhir. a

Az Nasution membedakan 3 (tiga) jenis konsumen berdasarkan fungsinya vaitu:
Perama Konsumen komersial vaitu setiap orang vang mendapatkan barang dan atau

* Ruosmawati. Oy i, hal 3




Jasa ymg&‘.llﬂmmm atsu jasa lain dengan tujuan
mendapatkan keuntungan. Acdus. Konsumen antam yaitu setiap orang yang akan
mendapatkan barang dan atau jasa yang mr&mwm
dengan tujuan mencani keuntungan Contohnya supplier, distributor dan pengecer
Ketga. Konsumen akhir yaitu pengguna atau pemanfast terakhir dari suaty produk
Penggunaan istilah pemakai menunjukkan penggunaan produk untuk dirinya sendiri
dan keluarganyn atau orang lain. Istilah pemakai ini memberikan kesan bahwa harang
tersebut bisa milik sendiri atau pemberian dan omng lain tanpa melalui transaksi jual
beli. Konsumen akhir ini dapat individu atau badan hukum yang mengkonsumsi barang
sccara langsung.*

Berdasarkan hal di atas, konsumen memainkan peran  penting  dalam
perckonomian karena mercka adalah pihak yang membeli produk atsu layanan dani
perusdhaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait umuk
melindung konsumen dari praktik bisnis yang merugikan atau produk yang tidak aman
dan ndak memenuhi standar kualitas vang tepat. Dengan demikian, hubungan
konsumen dan perlindungan konsumen menjadi tidak bisa djgisahkan.

Di Indonesia. perindungan konsumen diatur melalui Undang-Undang Nomor §
Tahun 1999 tentang Perdindungan Konsumen peraturan ini, pengertian
konsumen dijelaskan dalam Pasal 1 ayar 2 bahwa kousumien adaloh setiap orang
pemakai barawg dan atau jasa vang tersedia dulam masvarakuat, haik bayi kepentingan
diperdagangkan. Adapun penjelasan dari Pasal | ayat 2 tentang pengertian konsumen
berdasarkan unsur-unsumya, antara lan:

I, Setiap orang. subjck yang disebut nhgligm-“ setiap orang
vang berstatus sebaga pemakai barang dan atau jasa. Istilah omng disini
bisa individu atay badan hukum;

2. Pemakai, kata pemakai menckankan pada konsumen akhir;

3. Barang dan atau jasa, discbut juga dengan produk;

" Aulia Muthanh, Clp. Cir, hal. 8455,




4. Tersedia dalam masyarakat;

5. Tidak untuk diperdagangkan. yang dimaksud konsumen akhir artinya
langsung mengkonsumsi barang dan  atav  jasa tidek  untuk
diperdagangkan ®

Adapun perlindungan konsumen menurat Susiness English Dictionary adalah
profecting consumer against wnfair or llegal troders. Sementara i, Black Law
Dictionary mendefinisikan perlindungan konsumen adalah @ statute that safeguanis
comstamers in the wse gowds and services. Perlindungan konsumen adalah istilah vang
dipakar untuk menggambarkan periindungan hukum yang diberikan kepada konsumen
dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya ct' hal-hal yang merugikan
konsumen ity sendiri.” Adapun perlindungan konsumen dalam Pasal | ayat | Undang-
Wﬂﬂrlm 1999 diberikan pengertian bahwa Perlindungan Konsumen
adalah: sepala upava yang menjamin adanya kepastion hukum untek  memben
perlindungan kepada konsumen

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luss, meliputi perlindungan
konsumen terhadap barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian
harang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dibedakan menjadi dua,
artara lain:"

I. Perlindungan terhadap barang yang diserahkan kepada konsumentidak
sesuai dengan apa yang discpakati;

2. Perindungan terhadap diberlakukannys syarst syarat yang tidak odil
kepada konsumen.

Menurut Abdul Halim Barkatullah, perlindungan konsumen tidak saja terhadap
undakan preventif akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan
vang diberikan kepada konsumen. Oleh karena ity pengaturan perlindungan konsumen
dilakukan dengan beberapa hal, antara lain

* IR, hal §

" Rowamawati, Cir. hal &

Y i, hal, &

" Aulia Muthiah, O Cir. hal. 4142




. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
keterbukaan akses informasi serta menjamin kepastian hukum;
Meclindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku
usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
4. Memberikan perlindungan kepads konsumen dan pruktik usaha yang
menipu dan menyesatkan;
5. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan
kunsumen dengan bidang-bwdang perlindungan lamnmya.
Adapun beberapa hali yang lain mengemukakan pengertian hukum perlindungan
konsumen, antara lain: "
1. Az Nasution
Perlindungan konsumen adalsh bagian dari bukum konsumen syang
memual asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan
mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan
hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah
antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa
konsumen dalam pergaulan hidup.
2 YLKI
Hukum konsumen adalah kescluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang
mengatur hubungan dan masalah penyedisan serts penggunasn produk
barang dan atau jusa antara penyedia dan penggunasnnya dalam
kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah
kescluruhan asas dan kaidsh yang mengatur konsumen dalam hubungan
dan masalah penyedinan serta penggunaan produk konsumen antara
penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakan.
1 Inosentius Samsul

1

' ik, hal. 40,




Hukum perlindungan  konsumen  adalah  merupakan  keseluruhan
peraturan perundang-undungan serta putusan hakim yang substansinyva
mengatur mengena kepentingan konsumen,

Berdasarkan hal di atas, perlindungan konsumen adalah tindakan yang diambil
oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk melindungi  huk-hak  konsumen.
Perlindungan konsumen meliputi berhagai aspek. termasuk informasi yang jelas dan
Jujur tentang produk atau layanan, harga yang wajar, kualitas produk atau layanan yang
memenuhi standar, dan perlindungan dari produk yang tidak aman atau tidak berfungsi
dengan baik. Perlindungan konsumen juga membenkan kepastian dan kepercavaan
kepada konsumen untuk melakukan transaksi aman dan terhindar dari praktik
bisnis yang merugikan Perlindungan konsumen jugn dapat meningkatkan kepercayaan
konsumen terhadap produk atau layanan schingga membantu meningkatkan penjualan
don memperkuat citra merek.

Dalam rangka perlindungan konsumen, pemerintah biasanya membentuk
lembaga khusus sepertn ombudsman stau badan perlindungan konsumen untuk
memberikian pengawasan dan perlindungan bagi konsumen. Di sisi lain, perusahaan
Juga harus memahami hak-hak dan kebutuhan konsumen serta memastikan bahwa
produk atau layanan yang mci*wrhn aman dan memenuhi standar kualitas vang
tepat. Hal i akan membaniu perusshasn untuk membangun hubungan yang baik
dengan konsumen dan mencapai keberhasilan jungka panjang dalam bisnis.

B. Tujuan Perlindungan Konsumen
Tupan perlindungan konsumen adalsh untuk melindung)  hak-hak  dan
hthpn konsumen dari praktik bisais yang merugikan, produk yang tidak aman.
dan produk atau layanan yang tidak memenuhi standar kualitas yang tepat
Perlindungan konsumen juga bertujuan untuk memberikan kepastian dan kepercayaan
kepada konsumen dalam melakukan transaksi bisnis sehingga tercipta lingkungan
bisnis yvang sehat dan aman bagi konsumen,




Dh Indonesia, wjuan perlindungan hmm!'-ﬁ—mﬁhm
3 Undang-Undang Perlindungun Konsumen Nomor % Tahun 1999, antara lain: "'
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;

=

Mengangkat hatkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ckses negatif pemakaian danfatau jasa;

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
ménuntul hak-haknya sebagni konsumen,

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen vang mengandung unsur
kepastion hukum dan keterbukman informisi serta akses untuk
mendapatkan informasi.

Tujuan perlindungan konsumen yang diatur dalam undang-undang di atas
merupakan bentuk wnggung jawab pemerintah untuk memberikan kebijakan dan
regulasi yang melindung hak-hak dan kepentingan komsumen, sertn memastikan
bahwa perusahaan mematuht standar kualitas dan keamanan vang ditetapkan. Dengan
demikion, konsumen akan memsa lebih aman dan terlindungi dalam melakukan
transaksi bisnis dan tereipta bngkungan bisnis yang schat dan produktif.

Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas hukum perlindungan konsumen adalah prinsip-prinsip hukum yang menjudi
landasan dalam perlindungan hak-hak dan kepentingan konsumen. Dengan adanya asas
hukum perlindungan konsumen, konsumen dapat memperoleh kepastian hukum dan
merasa lebth aman dan terdindungs dalam melakukan transaksi bisnis dengan
perusahaan. Asas-asas hukum ini juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang
schat dan produktif bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi fgsmis.

Adapun asas hukum perlindungan konsumen menunut Pasal 2 Undang-Undang
Nomor § Tahun 1999 tentang Perfindungan Konsumen terdin dan beberapa asas

! mwwum—mhﬁhhlhlmh
Pevlindungon Komumen, | P




hukum. antara lain: asas manfaat. keadilan, kescimbangan, keamanan dan kesclamatan
konsumen dan kepastian hukum:'*

-

Asas manfaat

Asas manfast dalam hukum merupakan asas yang menckankan
bahwa hukum harus memberkan manfaat bagi masyarakat secam umum.
Asas im1 mengemukakan bahwa iguan dari hukum adalah uniuk
menciptakan  keadilan dan keseimbangan dalam  masyarakat, serta
membenikan manfaat bagi scluruh anggota masyamkat.

Dalam konteks perlindungan konsumen, asas manfaat mengacu pada
segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen
harus memberikan manfant  sehesar-besamyn  untuk  kepentingan
konsumen dan pelaku usaha sccara bersamaan Asas ini menghendaki
bahwa pengaturan dan pencgakan hukum perlindungan konsumen tidak
dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau
schaliknya, tctapi untuk membenkan perlindungan kepads masing-
masing pihak yaitu kepada produsen dan konsumen mengenai apa vang
menjadi haknya dan berada pada posisi yang scimbang atau scjajar.

Deengan mengacu pada asas manfaat, hukum perlindungan konsumen

dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi
scluruh anggota masyarakat. ‘hl ini berarti bahwa  perlindungan
konsumen harus  diarmhkan pada kepentingan masyarakat secam
keselurchan, dan bukan hanya untuk kepentingan individu atan kelompok
saja
Asas keadilan

Asas keadilan dalam hukum adalah asas yang mengemukakan hahwa
hukum hm.uihku adil bagi selurub anggots masvarakat, Asas ini
mendasarkan bahwa setisp individu memiliki hak vang sama untuk

' Aulia Muthiah, Op Cie, hal 42.41,




diperlakukan secars adil, terlepas dari latar belakang, status sosial, dan
kedudukan dalam masyarmkat.

Dalam konteks perlindungan konsumen, asas Keadilan mengacu pada
perlindungan vang adil bagi konsumen. Asas keadilan ini menghendaki
konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku secar adil dalam memperoleh
hak serta melaksanakan kewajiban, Dengan kata lain, perlindungan
konsumen harus memastikan bahwa konsumen diperlakukan secara adil
aleh perusahaan stau produsen, dan hak-hak merekas dilindungi dengan
baik. Selain itu, perlindungan konsumen juga harus memastikan bahwa
konsumen memiliki nkses terhadap informasi yang jelas dan jujur tentang
produk simu layanan yang ditowarkan.

Olch karena itu, nsas keadilan ini diharapkan partisipasi seturuh
rakym dopat diwujudkan  semaksimal mungkin dan bisa memberikan
kesempatan kepada konsumen juga pelako usaba uniuk memperoleh
haknya. juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Dengan demikian,
asas keadilan juga perlu memperhatikan bahwa perlindungan konsumen
tidak boleh merugikan produsen atau perusahaan secarn tidak adil.
Perlindungan konsumen harus benjalan seimbang dan nidak menigikan
salah satu pihak secara berlehihan. Oleh karena itw. peraturan dan

undang-undang vang dirn niuk melindungs konsumen harusish
adil dan seimbang. schingga memberikan manfaat bagi semua
pihak vang terlibat dalam transaks: bisnis.

. Asas keseimbangan

Asas kescimbangan dalam hukum adalah asas yang menckankan
pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan vang

ihat dalam sustu masalah atou sitwasi hukum. Asas ini mendisarkan
bahwa tidak ada satu pihak pun yang boleh diberikan hak atau kewajiban
sccara berlebthan, dan harus mempertimbangkan kepentingan semua
pihak yang terlibat,




Dalam  konteks perlindungan konsumen, asss  kescimbangan
mengacu pada upaya memberikan perlindungan serta keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Baik
kepentingan secarns maten] maupun spritual Artinya harus diwujudkan
sesund dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan kata lain,
perlindungan  konsumen  harus  mempertimbangkan  kepentingan
konsumen dalam memperolch produk atau layanan yang aman dan
bermutu, namun juga tidak merugikan kepentingan produsen atau
perusahann secara berbebihan.

Dalam  pencrapan  asas  kescimbangan, hukum  perlindungan
konsumen harus memperumbangkan kcpentingan semua pibak vang
terlibat dalom transaksi bisnis. scperti hak-hak komsumen, kewajiban
produsen atau perusshuan, sers kepentingan masyarakat secara wmum,
Hal im bertujuan untuk menciptakan situssi yang scimbang dan
menghindan terjadinya ketidakadilan dalam transaksi bisnis.

. Asas keamanan dan keselamatan konsamen

Asas kcamanan dan kesclamatan dalam hukum adalah asas yang
menckankan pentingnya menjaga keselamatan din kesehatan masyarbka
dalam sustu aktivitas atsu situasi hukum. Asas i didasarkan pada
keyakinan bahwa scmua individu berhak untuk hidup dan bekerja dalam
lingkungan yang aman don sehat,

Dalam konteks perlindungan konsumen, asas ini diperuntukan untuk
membenkan jaminan stss keamanan dan kesclamatan kepada konsumen
dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang
digunakan  Artinya ada jaminan  hukum bahwa konsumen akan
memperoleh manfaat dari produk yang dipakai atsu dikonsumsi, dan
tidak membahayakan keselamatan dan keschatan konsumen, Oleh karena
itu, undang-undang membenkan scjumlah kewsjiban yang hans
dipenuhi dan jugn sejuminh larangan yeng wajib dipatuhi pelaku usaha
dalam memproduksi produknya.




5. !—mm

Asas kepastion hukum adalah asas yang menckankan pentingnya
kejelasan dan kepastian dalam sistern hukum. Asas ini berarti bahwa
hukum harus dapat dipahami oleh semua orang dan tidak boleh berubah-
ubah dengan cara vang scwenang-wenang.

Dalam konteks perlindungan konsumen, asas kepastian hukum
menunjukkan pentingnyas memiliki undang-undang dan peraturan yang
jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta kewapihan produsen
atou perusahaan dalam melindungi konsumen. Dengan adanya kejelasan
dan kepoastinn dalam hukum, konsumen dapmt memahami hak dan
kewajiban mercka, serta mengetabui  bagaimana cara  mengajukan
keluhan atou nmtutan jika terjadi pelanggaran.

Di Indonesia, kepastian b“hum terhadap perlindungan konsumen
dijamuin melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen Dengan adanya undang-undang ini,
produsen atau perusahaan dapat mengikuti ketentuan hukum dengan tepat
dan memastikan bahwa produk atau layaman vang mercka sediakan scsuai
dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dapat membantu mencegah
terjadinya pelanggaran dan mengurangi risiko terhadap tuniutan hukum.
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PRINSIPTANGCUNG JAWAB DALAM
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

Selain asas hukum perlindungan konsumen yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen sebagaimana dijelaskan dalam bab
sebelumnya, undang-undang perlindungan konsumen juga
mengenal prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Prinsip-
prinsip perlindungan konsumen adalah prinsip-prinsip yang
mengatur hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada
konsumen dalam hubungannya dengan produk atau layanan
yang mereka gunakan atau beli. Prinsip-prinsip ini bertujuan
untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang
adil, aman, dan bermartabat terhadap pasar dan lingkungan
konsumen. Adapun beberapa prinsip-prinsip perlindungan
konsumen, antara lain:*

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/
Kesalahan (negligence)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian atau
kesalahan adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa
individu atau entitas bertanggung jawab atas kerugian atau
kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan
mereka. Prinsip ini melibatkan tanggung jawab hukum

“Renate Christha Auli, 3 Primlp Don 5 Asas Hukum Perlindungon Konsumen,"
(diakses 30 Maret 2023), Mrps:/ /www. hulumonline.com /klinik / o/ 3-prinsip-dan- 5-
o1oy-hukum- perlindungan-komumen- 116 2e0d 97 50 23,
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seseorang atau entitas ketika mereka gagal memenuhi
kewajiban atau standar yang diharapkan dalam melakukan
suatu tindakan atau dalam memberikan produk atau
layanan kepada orang lain.

Oleh karena itu, tanggung jawab berdasarkan kelalaian
merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif
yang berarti tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku
produsen. Berdasarkan prinsip ini, kelalaian produsen yang
membawa akibat pada kerugian yang dirasakan konsumen
adalah faktor penentu adanya hak konsumen untuk
mengajukan gugatan ganti rugi pada produsen.

Beberapa prinsip yang terkait dengan tanggung jawab
berdasarkan kelalaian atau kesalahan, antara lain:

a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan
dengan persyaratan hubungan kontrak, yaitu teori
tanggung jawab yang paling merugikan konsumen.
Gugatan konsumen hanya dapat dilakukan jika telah
memenuhi unsur kelalaian dan kesalahan dan hubungan
kontrak antara produsen dan konsumen.

b. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan
dengan  beberapa  pengecualian  terhadap
persyaratan hubungan kontrak Dalam prinsip ini
terdapat 3 (tiga) pengecualian terhadap hubungan
kontrak.  Pertama.  Pengecualian  berdasarkan
alasan karakter produk membahayakan kesehatan
dan keselamatan konsumen. Kedua. Pengecualian
berdasarkan konsep implied invitation di mana tawaran
produk pada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan
hukum. Ketiga. |ika produk membahayakan konsumen,
kelalaian produsen untuk memberitahu kondisi produk
saat penyerahan barang dapat melahirkan tanggung

k1



jawab hukum kepada pihak ketiga, walaupun tidak ada
hubungan hukum antara produsen dan konsumen.

¢. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan
tanpa persyaratan hubungan kontrak. Prinsip ini
memiliki filosofi di mana pelaku usaha yang menjual
produk berbahaya, bertanggung jawab bukan karena
atau berdasarkan kontrak, melainkan karena ancaman
yang dapat diperhitungkan jika tidak melakukan upaya
untuk mencegah kerugian konsumen.

d. Prinsip praduga lalai dan prinsip praduga
bertanggung jawab dengan pembuktian terbalik
Prinsip ini mengandungarti bahwa dengan adanya beban
pembuktian terbalik, kelalaian tidak perlu dibuktikan
lagi. Berdasarkan doktrin ini, pembuktian dibebankan
kepada pihak tergugat, apakah tergugat lalai atau tidak.
Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap
bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia
tidak bersalah.

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi
(breach of warranty)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi adalah
prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab seseorang
atau entitas ketika mereka gagal atau tidak memenuhi
kewajiban atau kontrak yang telah disepakati. Prinsip ini
berlaku dalam hubungan kontrak antara dua pihak, di mana
salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban atau janji yang
telah disepakati dalam kontrak

Gugatan berdasarkan breach of warranty (pelanggaran
jaminan) dapat diterima dalam hukum kontrak, tergantung
pada fakta dan keadaan spesifik dari kasus tersebut. Breach
of warranty terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi

¥



jaminan yang diberikan dalam kontrak, baik itu jaminan
tersurat maupun tersirat. Jaminan adalah pernyataan atau
janji yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain
mengenai kualitas, kinerja, atau kondisi dari barang atau
jasa yang menjadi objek kontrak. Dalam beberapa yurisdiksi,
breach of warranty dapat memberikan dasar bagi pihak
yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dan mengklaim
ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran
jaminan tersebut. Adapun beberapa prinsip yang terkait
tanggung jawab wanprestasi, antara lain:

a. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang
tertulis (express warranty)
Express warranty adalah jaminan yang dinyatakan
secara tertulis atau lisan oleh penjual atau produsen
kepada pembeli terkait kualitas, kinerja, atau kondisi
dari barang atau jasa yang dijual. Express warranty dapat
menjadi dasar bagi pembeli untuk mengajukan gugatan
jika jaminan tersebut tidak dipenuhi. Dalam express
warranty, penjual atau produsen membuat pernyataan
atau janji yang spesifik mengenai barang atau jasa yang
dijual, dan pernyataan atau janji tersebut menjadi bagian
dari kontrak antara penjual dan pembeli. |ika barang
atau jasa tersebut tidak sesuai dengan pernyataan atau
janji yang diberikan dalam express warranty, pembeli
dapat mengajukan gugatan berdasarkan breach of
express warranty.

b. Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang
tidak tertulis (implied warranty)
Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang
tidak tertulis atau dikenal sebagai implied warranty
(Jaminan tersirat) adalah tanggung jawab hukum yang
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BAB I

a
PRINSIP TANGGUNG JAWAB DALAM HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN

A. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen 8
Selain asas hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor & Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen scbagaimana
dijelaskan uam hab sehelumnya, undang-undang perlindungan konsumen jupa
mengenal  prinsip-prinsip perlindungan  konsumen. Prinsip-prinsip
konsumen adalah prinsip-prinsip vang mengatur hak-hak dan perlindungan yang
diberikan kepada konsumen dalam hubungannya dengan produk atau layanan vang
mercka gunakan atau beli. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa
konsumen memuiliki skses yang adil, aman, dan bermartabat terhadap pasar dan
lingkungan konsumen. Adapun beberapa prinsip-prinsip peindungan konsumen,
antaras lain:'

1. Prinsip m:mm Kelalaian K esalahan (megligence)

Prinsip tanggung jawab berdusarkan kelalaian atau me‘nmmm
hukum yang menyatakan hahwa individu atau entitus bertanggung jawab atas kerugian
otau kerusakan yang dischablan oleh kelalaian atay kesalahan mereka. Prinsip ini
melibatkan tanggung jawab hukum sescorang atau entitas ketika mercka gagal
memenuhi kewajiban atau standar yang diharapkan dalam melakukan sustu tindakan
atau dalam memberikan Iuhll atau lavanan kepada orang lain.

Oleh karena wu, tnggung jowab berdasarkan kelulaisn merupakan prinsip
tanggung jawab yang bersifat subjektif yang berarti tanggung jawab yang ditentukan
oleh penilaku produsen. Berdasarkan pnnsip ini, kelalaian produsen yang membawa
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akibat pada kerugian vang dirasakan konsumen adalah ?ﬂ.‘l’ penentu adanya hak
konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi pada produsen.

Adapun heberapa prinsip yvang terkait dengan tanggung jawab berdasarkan

kelalaian atau kesalahan, antara lain:

a. Tanggung jawab berdasarkan Kelulaian/Kesalahan dengan persvaratan
hubungan kontrak, yaitu tcon tanggung jawab vang paling merugikan
konsumen. Gugatan konsumen hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi
unsur kelalaian dan kesaluhan dan hubungan kontmak antara produsen dan
konsumen;

b, Tanggung jawab berdasarkan kelalalan/kesalahan dengan beberapa
pengecualian terhadap persyaratan hubungan Kontrak. Dalam prinsip ini
terdapat 3 (tiga) pengecualian terhadap hubungan kontrak. Pertama.
Pengecualian berdpsarkan alusan karakter produk membahayakan kesehatn
dun keselamatan komsumen. Keduo. Pengecunlion  berdasarkan komsep
implied invitation di mana tawaran produk pads pihak ketiga yang tidak
memiliki hubungan hukum, Ketiga, Jika produk membahavakan konsumen,
kelalian produsen untuk memberitahu kondisi produk sapt penyerahon
barang dapat melahirkon wnggung jawab hukum kepada pihak ketiga,
walaupun tidak ada hubungan hukum antara produsen dan konsumen;

¢. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian/Kesalabun tanps persvaratan
hubungan kentrak. Prinsip ini memiliki filosofi di mana pelaku usaha yang
menjual produk berbahaya, bertanggung jawab bukan karena atau berdasarkan
kontrak. melammkan karena ancaman yvang dapat diperhitungkan jika tidak
melakukan upaya untuk mencegah kerugian konsumen;

d. Prinsip praduga Ialai dan prinsip praduga bertanggung jawab dengan
pembuktian terbalik. Prinsip ini mengandung arti bahwa dengan adanya
beban pembuktian terbalik, kelalaian tidak perfu dibuktikan lag). Berdasarkan
doktnin i, pcmbH'linn dibebankan kepada pihek tergugal. apakah tergugat
lalm atau tdek. Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap
bertanggung jawab sampai in dapat membuktikan ia tidak bersalah.




2. ’rﬁ Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (breach of warranty)

Prinsip tanggung jawab berdssarkan wanprestasi adalah prinsip hukum yang
mengatur langgung jawab scscorang atiu entites ketika mereka gagal atau tidak
memenuhi kewajiban atau kontrak vang telah d'ﬁuhu’. Prinsip i berfaku dalam
hubungan kootrak antara dua pibak, di mana salah satu pihak gagal memenuhi
kewajiban atau janji yang telah disepakati dalam kontrak.

Gugatan berdasarkan brewch of warranty (pelanggaran jaminan) dapat diterima
dalam hukum kontrak, tergantung pada fakta dan keadaan spesifik dari kasus tersebut.
Breach of warramy terndi ketika salah satu pihak tidak memenuhi jaminan yang
ﬂcn’lum dalam kontrak, baik itu jaminan tersurl maupun tersimt Jaminon adalah
pernyataan atau jan)i yang diberikan olch salah satu pihak kepada pihak lan mengenm
kimlitas, kinerja, atau kondis dari barang atau jasa yang men k kontrak. Dalam
beberapa yurisdiksi, beeach of warrann dapat membenkan bagi pihak yang
dirugikan untuk mengajukan gugatan dan mengklaim ganti rug atas kemigian yang
diderta akibat pelanggaran jaminan terscbut.

Adapun beberapa prinsip vang terkait tanggung jawab wanprestasi, antars lain;

3 Tanggung jawab berdasarkan jaminan produk yang tertulis (express

warranty). Express warranty adalah jaminan yang dinyatakan sccara terulis
stau lisan oleh penjual atau produsen kepada pembeli terkait kualitas, kinerja,
atau kondisi dari barang atau jasa yang dijual. Expwess warranty dapat menjadi
dasar bagi pembeli untuk mengajukan gugatan jika jaminan terscbut tidak
dipenubi. Dalam express warrann, penjual stau produsen  membunt
pemyataan ataw janji yang spesifik mengenai barung atau jasa yang dijual, dan
permyataan st janji ichm menjadi bagian dari kontrak antara penjual dan
pembeli. Jika barang atay jasa tersebut tidak sesuai dengan pernyataan atau
janji yang diberikan dalam cxpress warrgan, pembeli dapat mengajukan
gugatan berdasarkan hreach of expresy warranty.




b. Tunggung jawab berdasarkan jaminan produk vang tidak tertulis
(implied wareanty), Tanggung jowab berdasarkan jaminan produk vang tidak
tertulis atay dikenal schagni implied warrann' (jaminan tersirat) adalah
tanggung jawab hukum yang timbul secars olomatis berdasarkan hukum,
tanpa perlu dinyatakan secars tertulis atau lisan oleh penjual atav produsen.
Implicd warranty adalah jaminan yang dianggap ada secara hukum sebagai
konsekuensi dan transaksi jual beli barang atsu jasa, meskipun tidak
dinyatakan sccara cksplisit dalam kontrak. Jika barang atau jasa yang dijual
tidak memenuhi implicd warranty yang berlaku, pembeli dapat mengajukan
guga an breach of tmplied warrany, Pembeli perlu membuktikan
hhw':ﬂ:::hm dijual tidak sesuai dengan implicd warranty yang
berlaku, dan pembeli mengalami kerugian akibat dari ketidaksesumian
tersebul.  Gugaran  breach  of  implied  warranty. dapat  menghasilkan
penggantian rugi atas kerugian finansial atau non-finunsial yong diderita
akibat dart ketidaksesumian terscbat

1 Eﬂ Tanggung Jawab Mutlak (strict product fability)

Prinsip tanggung jawab mutlak atau strict product lahility adalah prinsip bukum
yuang menetapkan bahwa produsen mau penjual dapat beranggung jawab secam penuh
mias kerugian vang dukibatkan oleh cacar produk. wnpa memerlukan pembuktion
adanys kesalahan atau kelalaian dan pihak produsen stau penjual. Dalam prinsip
tanggung jawab mutlak, cukup membuktikan bahwa produk yang dijual mengandung
cacal dan cacal terschul menyebabkan kerugian, tanpn harus membukiikan bahwa
produsen atau penjual melakukan kesalahan atau kelalaian dalam merancang,
memproduksi. atau menjual produk tersebut.

Prinsip im memiliki dasar babwa konsumen tidak dapat berbust banyak untuk
memproteksi diri dan risiko kerugion vang disebabkan oleh produk cocat, maka dan
itu pencrapan prinsip ini terhadap produsen memberikan perlindungan bagi konsumen.
Prinsip tanggung jowab mutlak merupakan prinsip vang diterapkan dalam beberupa
yurisdiksi dalam rangks melindungi konsumen dan memastikan bahwa produk yang




dijual di pasar aman dan berkualitas. Prinsip im memposisikan produsen atau penjual
sebagai prhak yang bertanggung jawab sepenubnya atas produk yang dihasilkan atau
dijual, rermasuk akibat dan cacat produk, meskipun mereka tidak melakukan kesalahan
atau kelalaian dalam proses produksi atau penjualan,

Seclain 3 (tiga) prmsip yang temcbut di atas, pemerintah Indonesia melalu

umn Otontas Jasa Keuangan (POJK) juga telah menctapkan 5 (lima) prinsip
MWMMW“Wymmmﬁhlm POIK
Nomor 6POIK.07/2022 .T Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor
Jasa Keuangan® Menurut Tirta Segara, Anggots Dewan Komisioner OJK Bidang
Edukasi dan Perlindungan Konsumen periode 2021, menerangkan bahwa ada § (lima)
prinsip perlindungan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain:'

1. Prinsip Transparansi o

Prinsip ini mengharuskon lembaga josa keuangan untuk memberikan

informasi yang jelas, lengkap, dan akurat kepada konsumen rnmﬁn produk

stay layanan kcuangan yang ditswarkan Konsumen berhak mendapatian

informasi yang cukup untuk membual keputusan yang bijaksana, termasuk

mengenai risiko, biaya, dan manfaat produk atau layanan keuangan,

1. Prinsip Perlakuan Yang Adil

Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dalam sektor

jasa keuangan diperlakukan dengan adil, vanpa diskriminasi, dan dengan akses

mformasi yang jelas. Prinsip imi menckankan bahwa lembaga jasa kevangan

wajib membenkan perlakvan yang sama don udak disknmmauf kepada

konsumen, tanpa membedakan suku, agama, rs. etis, gender, usia, status sosinl

ekonomi, mau fakior lain yang ndak relevan dalam membenkan produk atau

layanan keuangan. Selain it Prinsip inl mengharuskan lembaga jasa keuangnn

untuk memberikan perlakuan vang propomsional kepada konsumen., sesuai

&
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dengan kebutuhan, profil nsiko, dan keinginan konsumen Leombaga jasa
keuangan tidak diperbolehkan membetikan produk atsu layanan keuangan vang
3. Prinsip Keandalan

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan vang akurat, di
mana sistem, prosedur, infrastrukiur dan sumber daya manusia (SDM) vang
diberikan oleh PUJIK harus i dan profesional. Dengan kata lain,
konsumen berhak didahulukan  pengambilan kebijakan dan keputusan
vang berkaitan dengan pelayanan jasa keuangan. Sistem, prosedur, infrustruktur,
dan SDM yang digunakan oleh penyedia jasa keuangan harus mengutamakan
kepentingan  konsumen  dalam  memberikan  pelayanon  yang  akurat dan
berkuahitas. Olech karena wmu, prinsip ini mencgaskan bahwa lembaga jasa
keuangan wajib menjalankan  kegiatan  usahanya dengan  mempriontaskan
kepentingan konsumen. Lembaga jasa keuangan diharapkan dapar memahami

han dan keinginan konsumen, scrta membernikan nasihat atau rekomendasi
yang sesuai dengan profil risiko dan nujuan investasi konsumen.
4. Prinsip Keamanan

Prinsip ini berujuan untuk melindungi data pribadi konsumen agar tidak
disalahgunokan atou dinkses oleh pihak vang tidak berwenang. serta memberikan
perlindungan terhadap privasi konsumen dulam transsksi jasa keuangan di
Indonesia. Oleh karena itu, prinsip keamanan data ini memastikan bahwa pelaku
usahi jasa kevangan bersedia melindung: data pnbadi komsumen  vang
dikumpulkan, digunakan, atau dikelola oleh penyedia jasa keuangan.
5. Prinsip Penanganan Pengaduan

Prinsip i memberikan perlindungan dan keadilan bag konsumen dalam
menghadapi permasalahan atau keluhan terkait jasa kevangan, serts mendorong
penyedia jasa kewangan untuk memberikan respon vang cepal, adil. dan
transparan terhodap pengaduan konsumen. Prinsip ini mengatur tsta cam
penanganan pengaduan konsumen oleh penyedia jasa keuangan, mulai dari aspek
mekanisme pengaduan, wakiu penanganan pengadumn, penanganan pengaduan,




hingga upaya penyelessian senghetn Oleh  karena ., dalam  rangka
memfasilitasi penanganan pengaduan konsumen dan penyelesaan sengheta,
pemerintah Indonesia melalui (UK pada | Januan 2021 telah meluncurkan
aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK). Aplikasi ini memberikan akses
kepada konsumen dalam melaporkan dan mengadukan permisalahan konsumen
secarn online. APPK merupakan salah smtu  upaya pemenntah  dalam
meningkatkan perlindungan konsumen dan mempermudah konsumen untuk
mengakses layanan pengaduan secar efisien dan efeknf.

Di atas semua itu, prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen
dapat bu‘bedl-l'leﬁdlhn setiap vurisdiksi, tergantung pada peraturan hukum yang
berlaku di negara atau wilavah tertentu. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk
memahami regulasi perlindungan konsumen yang berfaku df wilayah hukum mercka
dan mengikuti prosedur vang berlaku dalam menghadapl masalah atau sengketa
konsumen,
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